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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERKAIT
KEBERADAAN LEMBAGA ACTIO PAULIANA DALAM HUKUM
KEPAILITAN DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 15 K/Pdt.Sus-

Pailit/2016)
Nama : Fri Delin Siahaan
NPM : 151803020
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum
Pembimbing 11 : Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum

Di dalam hukum kepailitan dibentuk perlindungan hukum terhadap
kreditor melalui lembaga actio pauliana. Penggunaan actio pauliana dalam
perkara kepailitan merupakan suatu lembaga yang sangat penting untuk
melindungi kreditor. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan
tiga (3) permasalahan yang di bahas, yakni: 1)  bagaimana  perlindungan
hukum terhadap kreditor terkait lembaga actio pauliana; 2) bagaimana
perlindungan hukum pihak ketiga dalam itikad baik terhadap kreditor terkait
lembaga actio pauliana; 3) bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan
hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkaraactio pauliana di dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini
yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deshriptif analitis
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan actio pauliana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
library research dan field research.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat di simpulkan:1) actio
pauliana merupakan sarana yang diberikan kepada tiap-tiap kreditor untuk
mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan
dilakukan oleh debitor; 2) pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat
dibatalkan karena sudah terpenuhinya unsur itikad baik subjektif dan itikad
baik objektif; 3) menilai putusan Judex Facti sudah tepat sehingga layak untuk
dipertahankan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan: 1)
pengaturan tentang pembayaran utang seharusnya mengatur secara absolute
mengenai tindakan debitor yang dikategorikan merugikan kreditor, untuk
melindungi kreditor dari tindakan-tindakan para debitor nakal; 2) regulasi
terkait perlindungan hukum terhadap pihak ketiga perlu mengatur secara
kongkrit terkait itikad baik yang dilakukan oleh pihak ketiga; 3) diperlukan
harmonisasi terhadap putusan pada tingkat Judex Facti dan Judex Juris agar
putusan yang diinginkan dari para pencari keadilan dalam hal ini kreditor
mendapatkan jaminan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Acfio Pauliana, Kepailitan
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ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS RELATED TO THE
EXISTENCE OF ACTIO PAULINE INSTITUTION IN LAW ON
BANKRUPTCY IN INDONESIA
(A Case Study on the Supreme Court’s Ruling No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Name : Fri Dolin Siahaan

Student ID Number : 151803020

Program : Master of Law

Advisor I : Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum
Advisor I1 : Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum

In Law on Bankruptcy, there is legal protection for creditors through
actio pauline institution. Actio paulina is a very important institution for
protecting creditors in law on bankruptcy. The research problems are as
follows: 1) how about legal protection for creditors related to actio pauline
institution; 2) how abut legal protection for the third party that has good faith
toward creditors related to actio pauline institution; and 3) how about
Jjuridical analysis on judges’ consideration in settling and pronouncing actio
pauline case in the Supreme Court’s Ruling No. 15 K/Pdt Sus-Pailit’2016.

The research used juridical normative and descriptive analytic method
by analyzing all legal provisions related to actio pauline institution. The data
were gathered by conducting library research and field research method.

Based on the research problems, it can be concluded that 1) actio
pauline is the facility given to creditors to file revocation on all actions which
have not to be done by debtor;, 2) third parties who have good intention
cannot be canceled because it has fulfilled the element of subjective good
intention and objective good intention; 3) the evaluation on Judex Facti
Ruling is correct so that it is appropriate to be maintained. It is recommended
that 1) the adjustment of debt payments should regulate in absolute terms
about the actions of debtors that categorized as detrimental to creditor, to
protect from the actions of the bad creditors; 2) concrete regulation on legal
protection for the third party should be concrete concerning good faith of the
third party, and 3) harmonization should be needed on the Judex Facti and
Judex Juris Ruling so that the ruling searched for by litigants, in this case
creditors, have legal guarantee.

Keywords: Legal Protection, Actio Pauline, Bankruptcy
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Di dalam hukum kepailitan dibentuk perlindungan hukum terhadap
kreditor melalui lembaga actio pauliana. Hak yang diberikan oleh undang-
undang kepada kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk
pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan
(voluntarily undertaken) oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang
diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor, dalam perspektif
normatif hal ini disebut dengan terminologi action pauliana (claw-back atau
annulment of preferential transfer)."

Penggunaan actio pauliana dalam perkara kepailitan merupakan suatu
lembaga yang sangat penting bagi kreditor. Hal ini dikarenakan banyaknya
debitor nakal yang mencoba untuk mengalihkan asetnya agar debitor tetap
mendapatkan keuntungan atau mengurangi kerugian yang akan diperolehnya.
Selain itu perlunya actio pauliana juga untuk menghindarkan pertentangan
apabila muncul kreditor untuk mendapatkan hak tertentu, yang memaksa
untuk menguasai barang debitor tanpa mempedulikan hak kreditor lainnya.

Dalam penjelasan umum penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal
ini mengedepankan asas keseimbangan. Undang-undang ini berupaya untuk

mewujudkan adanya keseimbangan di antara pihak debitor dengan pihak

1Rudy A Lontoh; Denny Kailimang & Benny Ponto, Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui
Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung : PT. Alumni, 2001), Hlm. 93.
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kreditor, di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor tidak jujur, di
lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan
pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

Istilah actio pauliana berasal dari Romawi, yang maksudnya menunjuk
kepada semua upaya hukum yang digunakan menyatakan batal tindakan
debitor yang meniadakan arti Pasal 1311 KUHPerdata, yaitu berupa tindakan
debitor yang karena merasa akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum
memindahkan haknya atas sebagian dari harta kekayaannya yang dapat
merugikan kreditornya.> Hak tersebut merupakan perlindungan yang diberikan
oleh hukum kepada kreditor atas perbuatan debitor yang dapat merugikan
kreditor.* Hak tersebut diatur oleh Kitab Undang-Undang Perdata dalam Pasal
1341, yang menurut Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
adalah:’

1. Meskipun demikian, tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan
batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan
oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-
orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan
dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa
si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa
akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Dedi Harianto, Kumpulan Materi Perkuliahan Hukum Kepailitan, (Program Pascasarjana
Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2016), Him. 36.

3Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Teori Dan Praktik, (Bandung : PT. Alumni, 2013), Him. 121.

*Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, (Jakarta :
RajaGrafindo, 2003), Him. 75.

>Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Perdata.
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